

BAB III

OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

3.1.1. Sejarah dan Perkembangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon
Sejarah perjalanan dan perjuangan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota cirebon,telah mengalami pasang surut,berbagai potensi sumber daya dimiliki,kelemahan plus kekurangan terus diperbaiki,tantangan terus dihadapi supaya mengalami perubahan,sebagai peluang terus menerus digali dan dikembangkan demi perbaikan dan kemajuan semua orang.
Eksistensi dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota cirebon tidak terlepas dari dukungan masyarakat wabilkhusus pemeritahan dan para tokoh masyarakat berkat dorongan itu pula sampai saat ini dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota cirebon.
1. Instansi Penjajahan sampai dengan Tahun 1960 : Kantor Karesidenan (Kantor Pembantu Gubenur Wilayah lll Cirebon) sekarang Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BKPP),yang menyelenggarakan pencatatan sipil untuk Kota Besar Cirebon.
2. Tahun 1960-1983 : Kantor Pencatatan Sipil Kotammadya Daerah Tingkat II Cirebon,merupakan tugas pembantuan (Madebewind) dari Dapertemen kehakiman Republik Indonesia.
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3. Tahun 1983-2000 : Kantor Catatan Sipil Kotammadya Daerah tingkat II Cirebon (merupakan tingkat wilayah) berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 tentang penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil,pelaksananya di bawah Dapartemen dalam Negeri.
4. Tahun 2000-2004 : Dinas Catatan Sipil,Tenaga Kerja,dan Transmigrasi Kota Cirebon (berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 05 Tahn 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kota Cirebon sebagaimana Diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 06 Tahun 2001, (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 8,Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon
5. Tahun 2004-2008 : Dinas Kependudukan ,Catatan Sipil,dan Tenaga Kerja Kota Cirebon (berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor
12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintahan Kota Cirebon).
6. Tahun 2008-Sekarang : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon (berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintahan Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahu2008 Nomor Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Dinas-Dinas Daerah pada
 (
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Pemerintahan Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 13 Seri D,Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 37 melaksanakan tugas-tuugas kependudukan yang lainnya
3.1.2. Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Fungsi

3.1.2.1. Kedudukan

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon yang berkedudukan di Jl. Brigjen Dharsono komplek Perkantoran dengan telepon (0231) 486561, merupakan salah satu Dinas yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon dan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 26 tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon.
3.1.2.2. Tugas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan wajib dan tugas



Pembantuan yang diberikan kepada daerah Kota di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan, dan penyusunan profil kependudukan.
3.1.2.3. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Dinas mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib dan tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah kota di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan wajib dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
d. Pelaksanaan administrasi dinas dalam pelaksanaan urussan pemerintahan wajib di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota Terkait dengan tugas dan fungsinya.



3.1.3. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon
3.1.3.1. Visi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan, kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipasi dan inovasi. Secara umum visi adalah pandangan ideal dimasa depan yang ingin diwujudkan dan secara potensial untung terwujud. Visi ditetapkan merupakan gambaran bersama mengenai masa depan dan menjadi komitmen murni dari seluruh masyarakat dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencerminkan apa yang dicapai, memberiakan arah dan fokus strategis, melalui orientasi terhadap masa depan, mampu membutuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan orgnanisasi dan mampu menjamin keseimbangan organisasi. Visi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon adalah “Tercapainya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang membahagiakan masyarakat”.
3.1.3.2. Misi

Misi adalah suatu yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Sejalan dengan visi, maka misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon adalah :
1. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan

2. Meningkatkan pelayanan pencatatan sipil

3. Meningkatkan pemanfaatan kependudukan data



3.1.4. Struktur Organisasi Dan Uraian Tugas

3.1.4.1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dinas terdiri dari atas :
a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, Terdiri Dari :

1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

2. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan.

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :

1. Seksi Identitas Penduduk

2. Seksi Pindah Datang Penduduk

3. Seksi Pendataan Penduduk.

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri atas :

1. Seksi Kelahiran

2. Seksi Perkawinan dan Perceraian

3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian.

e. Bidang	Pengelolaan	Informasi	Administrasi	Kependudukan	dan Pemanfaatan Data, Terdiri dari :
1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

2. Seksi Pengolahan Dan Penyajian Data Kependudukan

3. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.

f. UPT (Unit Pelaksana Teknis)

g. Kelompok Jabatan Fungsional



3.1.4.2. Uraian Tugas


1. Kepala Dinas

1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan dan penyusunan profil kependudukan.
2) Untuk melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas memiliki fungsi:
a. Perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Dinas
b. Perumusan	dan	penetapan	kebijakan	teknis	operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas
c. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas

e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya

f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas
g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas

h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.



2. Sekretariat

1) Sekretariat sebagai unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas.
2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional kesekretariatan, ketatausahaan dan kepegawaian
c. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Dinas

d. Pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
e. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas

f. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas

g. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelengaraan tugas Dinas
h. Pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum

i. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan



j. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat membawahkan :
· Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pembantu unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan urusan ketata usahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
a. Penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja
b. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol
c. Pengelolaan urusan ketatausahaan

d. Pengelolaan administrasi kepegawaian

e. Pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol



f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
· Sub Bagian Program dan Keuangan

1) Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai pembantu unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data/informasi untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:
a. Penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja
b. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional perencanaan dan pengelolaan keuangan Dinas
c. Pengumpulan dan penelaahan data/informasi untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pengelolaan keuangan Dinas



d. Pengumpulan dan penelaahan data/informasi untuk penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
e. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas

f. Penyiapan	data	sebagai	bahan	monitoring	dan	evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas
g. Penyiapan data/informasi sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana kerja Dinas
h. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

1) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagai unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas, dalam menyelenggarakan tugas penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi :
a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup



Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

c. Pelaksanaan tugas pokok Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

d. Pengoordinasian pelaksanaan	teknis penyelenggaraan pelayanan public dalam lingkup Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
f. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya

g. Pembinaan,	pengawasan,	pengendalian	dan	pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
h. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
i. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan :
· Seksi Identitas Penduduk

1) Seksi Identitas Penduduk sebagai pembantu unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang lingkup pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Identitas Penduduk, mempunyai fungsi :
a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang,



lingkup Seksi Identitas Penduduk

b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang, lingkup Seksi Identitas Penduduk
c. Pelaksanaan tugas pokok Seksi Identitas Penduduk

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Identitas Penduduk
e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya

f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Identitas Penduduk
g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang, lingkup Seksi Identitas Penduduk
h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
· Seksi Pindah Datang Penduduk

1) Seksi Pindah Datang Penduduk sebagai pembantu unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang dalam melaksanakan tugas lingkup pelayanan pindah dating penduduk.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk, mempunyai fungsi :
a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang



lingkup Seksi Pindah Datang Penduduk

b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Pindah Datang Penduduk
c. Pelaksanaan tugas pokok Seksi Pindah Datang Penduduk

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pindah Datang Penduduk
e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya

f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pindah Datang Penduduk
g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Pindah Datang Penduduk
h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
· Seksi Pendataan Penduduk

1) Seksi Pendataan Penduduk sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas lingkup pendataan penduduk.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pendataan Penduduk, mempunyai fungsi :
a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang lingkup Seksi Pendataan Penduduk



b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Pendataan Penduduk
c. Pelaksanaan tugas pokok Seksi Pendataan Penduduk

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pendataan Penduduk
e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya

f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pendataan Penduduk
g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Pendataan Penduduk
h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

1) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebagai unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas, dalam memimpin dan melaksanakan tugas lingkup bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :
a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
b. Penyiapan bahan   perumusan   dan   penetapan   kebijakan   teknis



operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang PelayananPencatatan Sipil
c. Pelaksanaan tugas pokok Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

d. Pengoordinasian	pelaksanaan	teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
f. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya

g. Pembinaan,	pengawasan,	pengendalian	dan	pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
h. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
i. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan :
· Seksi Kelahiran

1) Seksi Kelahiran sebagai pembantu unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas lingkup pelayanan pencatatan kelahiran.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kelahiran, mempunyai fungsi :



a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang, lingkup Seksi Kelahiran
b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang, lingkup Seksi Kelahiran
c. Pelaksanaan tugas pokok Seksi Kelahiran

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Kelahiran

e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya

f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Kelahiran
g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang, lingkup Seksi Kelahiran
h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
· Seksi Perkawinan dan Perceraian

1) Seksi Perkawinan dan Perceraian sebagai pembantu unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang dalam melaksanakan tugas lingkup pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian, mempunyai fungsi:
a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang



lingkup Seksi Perkawinan dan Perceraian

b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Perkawinan dan Perceraian
c. Pelaksanaan tugas pokok Seksi Perkawinan dan Perceraian

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Perkawinan dan Perceraian
e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya

f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Perkawinan dan Perceraian
g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Perkawinan dan Perceraian
h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
· Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian

1) Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian sebagai pembantu unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas lingkup pelayanan pencatatan kematian, perubahan status anak dan pewarganegaraan.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian, mempunyai fungsi :



a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang lingkup Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
c. Pelaksanaan tugas pokok Seksi Perubahan Status Anak,

Pewarganegaraan dan Kematian

d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya

f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Perubahan Status Anak,
Pewarganegaraan dan Kematian

g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Prubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.



5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
1) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data sebagai unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan melaksanakan tugas lingkup bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai fungsi :
a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
c. Pelaksanaan tugas pokok Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
d. Pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pengelolaan



Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

f. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya

g. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
h. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
i. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahkan :
· Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

1) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagai pembantu unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas lingkup pelayanan pencatatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, mempunyai fungsi :
a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang,



lingkup Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang, lingkup Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
c. Pelaksanaan tugas pokok Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya

f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang, lingkup Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
· Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

1) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas lingkup pelayanan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.



2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepaa seksi pengolahan dan penyajian Data Kependudukan, mempunyai fungsi :
a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang lingkup Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
c. Pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya

f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
· Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

1) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas



pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas lingkup pelayanan kerjasama dan inovasi pelayanan.
2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan, mempunyai fungsi :
a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang lingkup Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
c. Pelaksanaan tugas pokok Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
e. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya

f. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
g. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.



6. UPT (Unit Pelaksana Teknis)

1) UPT (Unit Pelaksana Teknis) merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas.
2) UPT dipimpin oleh Kepala UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas dan Fungsi UPT (Unit Pelaksana Teknis) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
7. Kelompok Jabatan Fungsional

1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas sesuai kebutuhan.
2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
4) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan Dinas.
5) Pembentukan Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan bebankerjanya.
6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai kententuan peraturan perundang-undangan.



3.2. Metode Penelitian

3.2.1. Metode Penelitian yang Digunakan

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan sifatnya analitik yaitu data yang diperoleh seperti hasil wawancara, pemotretan, analisis dokumen, catatan yang disusun peneliti dan tidak dituangkan dalam bentuk angka. Menurut Bogdan dan Taylor dalam moleong (2013:4) mendfinisikan penelitian kualitatif sebagai Prosedur penelitian yang menhasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang orang dan prilaku orang yang dimaksud dengan penjelasan secara terperinci tentang permasalahan yang berhubungan dengan teori dan data yang ada, sehingga mendapatkan kesimpulan.
3.2.2. Desain Penelitian

Desain Penelitian dalam penelitian kualitatif adalah desain penelitian deskriptif yaitu desain penelitian dengan tujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan masalah yang ditemukan di lapangan untuk kemudian menganalisisnya berdasarkan teori.
3.3. Informan dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1. Informan

Informan dalam penelitian ini adalah orang yang di anggap paling tahu dan yang memahami tentang apa yang kita inginkan dalam hal ini penulis menggali data dari sumber data yang akurat.



1. Informasi Kunci (Key Informan)

Informan kunci yaitu informan yang dapat memberikan informasi pokok yang di perlukan dalam penelitian. Informan kunci dalam penelitian inih adalah Kepala Dinas / Bagian Pencatatan Sipil
2. Informan Pendukung (Supported Informan)

Informan Pendukung yaituh informan yang memiliki informasi permasalahan yang diteliti. Informan pendukung dalam penelitian ini adalah Masyarakat yang membuat akta Kematian.
3.3.2. Teknik Pemiihan Informan

Pemilihan Informan dalam penelitian kualitatif yaitu menggunakan teknik purposif. Teknik purposif, yaituh menetapkan dan memilih dengan sengaja beberapa informasi yang mengetahui tentang masalah yang diteliti oleh peneliti.
3.3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditepatkan.
Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting , berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila di lihat dari setting-nya, data dapat dikumpulakan pada setting alamiah (natural setting), pada laboraturium dengan metodeeksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, dijalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan



data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber dta yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data keppadaa pengumpul dat, misalnya lewat orng lain atau lewat dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka pengumpulan data dpat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya. Teknik pengumpulan data :
1. Observasi (pengamatan)

Dalam penelitian kualitatif, observasi dipahami sebagai penamatan langsung terhadap objek, untuk menegtahui kebenarannya, situasi, kondisi, konteks, ruang, serta maknanya dalam upaya pengumpulan data suatu penelitian. Melaui observasi belajar tentang prilaku dan makna dari perilaku tersebut.
2. Interview (wawancara)

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orng untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.
3. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.



Triangulasi


Triangulasi merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan peneliti untuk menggali dan melakukan teknik pengolahan data kualitatif. Triangulasi data digunakan sebagai proses memantapkan derajat kepercayaan (kreadibilitas/validitas) dan konsistensi (reliabilitas) data. Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding Terhadap Data itu. Denzin membedakan empat macam triangulasi, yaitu (1) triangulasi Sumber, (2) Triangulasi metode, (3) triangulasi peneliti, dan (4) triangulasi teoritik.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi Sumber adalah Menggali kebenaran informasi tertentu memalui berbagai sumber. Dengan demikian, triangulasi sumber berati membandingkan (mengecek ulang) informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil wawancara dengan kepala dinas dan Kepala Bagian Pencatatan Sipil, membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi yang ada dilokasi peneliti.
b. Triangulasi Metode

Triangulasi Metode adalah usaha mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan teemuan penelitian. Triangulasi metode menurut Bachri dapat dilakukan dengan menggunakan lebi dari satu



teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama. Misalnya membandingkan hasil penelitian teknik wawancara dan observasi.
c. Triangulasi Penelitian

Triangulasi penelitian ini menggunakan lebih dari satu peneliti dalam mengadakan observasi atau wawancara. Pengamatan dan wawancara dengan menggunakan dua atau lebih pengamat / pewawancara akan dapat memperoleh data yang lebih absah. Triangulasi dengan memanfaatkan penggunaan penelitian atau pengamat yang lainnya membantu mengurangi penyimpangan dalam pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan.
d. Triangulasi Teoritik

Triangulasi Teoritik adalah memanfaatkan dua teori atau lebih untuk diadu dan dipadu. Untuk itu diperlukan rancangan penelitian, pengumpulan data, dan analisis data yang lengkap, dengan demikian akan dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif.



3.4. Operasional Konsep Penelitian


Tabel 3.1 Operasional Konsep Penelitian


	Konsep
	Dimensi
	Parameter

	












Menurut Richard
M. Steers (Efektivitas
Organisasi dalam Sutrisno 2010:149)
	1. Produksi
	1. Kompetensi Pegawai
2. Tanggung jawab

	
	2. Efesiensi
	1. Ketepatan waktu
2. Efesiensi kebijakan

	
	3. Kepuasan
	1. Keberhasialan dalam pembuatan
2. Organisasi mampu memenuhi kebutuhan pegawainya

	
	4. Adaptasi
	1. Kemampuan pegawai menyesuaikan diri dengan lingkungannya
2. Kemampuan organisasi mampu mengartikan perubahan berubahan yang terjadi di lingkungannya

	
	5. Perkembangan
	1. Organisasi mampu memperluas kemampuannya
2. Mengembangkan kemampuan organisasi.





3.5. Pengujian Keabsahan Data

Salah satu teknik untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian kualitatif adalah menggunakan teknik Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sumber yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.
Triangulasi dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu:

a. Membandingkan data hasil pengamatan di lapangan dengan data hasil wawancara.
b. Membandingan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan yang dikatakan secara pribadi.
c. Membandingkan apa yang dikatakan orang dalam situasi penelitian dengan yang dikatakan sepanjang waktu.
d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang saling berkaitan.
3.6. Teknik Analisis Data

Mengingat pentinganya pekerjaan analisis data dalam suatu penelitian, maka perlu dipahami dengan baik dan benar hakikat taknik analisis data itu, khususnya tridalam penelitian kualitatif.
Menurut patton(1980), analisis data kualitatif adalah suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar, hingga proses penafsiran. Dalam konteks analisis, penafsiran dimaksud yaitu  memberikan arti  yang signifikan terhadap analisis,



menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian (dilihat dalam, 2012: 130)
3.7. Jadwal Penelitian


Tabel. 3.2 Jadwal Penelitian
